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ABSTRACTIslam is a universal religion, it was revealed by Allah Ta’ala to earth as a guide and a way of life for allmankind in general and Muslims in particular. The submarine is the religion of Islam is alsocomprehensive in the sense that he set the whole joints of human life, and start a person problem toeffairs of state, including the issue of the mechanism of state elections. Elections to the State relatingto the conduct of a State as a means to uphold religious and well-being for humans. According to IbnKhaldun, Imamat (leadership race) is a general responsibility desired by the Shari’a rules to realizethe benefit duma and hereafter. Therefore, the benefit of the hereafter, then the benefit of the wholeworld should be guided by the syanat. The method used is qualitative research data used isqualitative data sourced and books of Islamic jurisprudence. Conclusions and this study is that themechanism of the State elections in Islamic fiqh perspective is not explicitly mentioned in the Qur’anand Hadith, so he got into trouble ijtihadiyah. So for Islamic jurists are welcome to explore and findthe best formula in the selection process.Key words: selection of heads of state, the Islamic fiqh, caliph, imamate, and ijtihad.
ABSTRAKIslam adalah agama universal yang diturunkan oleh Allah Ta’ala ke muka bumi sebagai petunjuk danpedoman hidup bagi seluruh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Selainitu, Islam adalah agama yang komprehensif, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan manusia darimulai masalah pribadi hingga masalah kenegaraan termasuk dalam masalah mekanisme pemilihankepala negara. Pemilihan kepada negara berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah negara sebagaisarana untuk menegakkan agama dan kesejahteraan bagi manusia. Menurut Ibnu Khaldun (2001),imamah (kepemimpinan umat) adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturansyariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena kemaslahatan akhirat, makakemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian kualitatif. Data-data yang digunakan adalah data kualitatif yangbersumber dari buku-buku fikih Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme pemilihankepala negara dalam perspektif fikih Islam tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur’an danHadis sehingga ia masuk ke dalam masalah ijtihadiyah, serta bagi ahli hukum Islam dipersilahkanuntuk menggali dan menemukan formula yang terbaik dalam proses pemilihannya.Kata kunci: pemilihan kepala negara, fikih Islam, khalifah, imamah, dan ijtihad.
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PENDAHULUANIslam adalah agama universal yang diturunkanoleh Allah Subhanahu wa ta’ala ke muka bumisebagai petunjuk dalam pedoman hidup bagi

seluruh umat manusia tercermin dari syariatnyayang tidak lekang oleh zaman dan tidakterhapus oleh waktu. Hukum-hukumnya jugasenantiasa bisa dilaksanakan kapan saja dandimana saja. Ia sesuai dilaksanakan oleh bangayang tinggal di tengah sahara Afrika, serta cocok
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dilaksanakan oleh masyarakat yang metropolisdi benua Eropa.Pada awal kehadiran Islam menjadi cahayapetunjuk bagi bangsa Arab yang berada dalammasa-masa kegelapan jahiliah. Bangsa Arabsebelum kehadiran Islam dalam keadaan hinadan tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan.Beberapa contoh perilaku mereka adalahmengubur anak perempuan hidup-hidup,menjadikan wanita sebagai harta warisan,memperjual-belikan budak, dan berniagadengan cara riba yang penuh dengankedzaliman. Setelah Islam datang merekaberubah total menjadi sebuah bangsa beradabdan penuh dengan kasih sayang. Perubahantersebut tidak lain karena mereka menjalankanseluruh syariah Islam dalam setiap sendikehidupan. Mereka menjadi bangsa yang muliadengan cahaya Islam, sebagaimana yangdisebutkan oleh Umar bin Khattab: “Kita adalahumat yang telah Allah Subhanahu wa ta’alaberikan kemulian dengan Islam, makabagaimanapun cara kita mencari kemuliaantanpa Islam maka Allah akan tetap menjadikansebagai kehinaan”. Artinya, hanya denganmelaksanakan syariat Islam bangsa Arab akanmendapat kemuliaan.Selain bersifat universal, Islam juga adalahagama yang kamil wa syamil (sempurna danmenyeluruh). Ia adalah aturan hidup sempurnayang mengatur seluruh sendi kehidupanmanusia. Islam mengatur setiap detikkehidupan manusia dari mulai bangun tidurhingga tidur lagi. Islam juga mengatur masalah-masalah kecil seperti cara buang air besar,hingga masalah besar dibidang kenegaraanseperti memilih kepala negara.Politik dan sistem kenegaraan adalah dua halpenting yang telah diatur dalam Islam. Iaberkaitan dengan penyelenggaraan negarasebagai sarana untuk menegakkan agama dankesejahteraan bagi umat manusia. Menurut IbnuKhaldun (2001), imamah (kepemimpinan umat)adalah tanggung jawab umum yang dikehendakioleh peraturan syariat untuk mewujudkankemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat yangmerujuk padanya. Oleh karena itu, dalam Islamkemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir,sehingga kemaslahatan dunia seluruhnya harusberpedoman kepada syariat Islam.Masalah politik dan kenegaraan dalam ruanglingkup figh Islam disebut dengan figh siyasah.Cabang dari ilmu fikih ini menjadi hal menarikuntuk diperbincangkan terutama setelah

wafatnya Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi
Wasalam. Pada saat itu muncul beberapapermasalahan antara lain: siapakah yang berhakuntuk menggantikan posisi beliau sebagaiseorang kepala negara di Madinah?; apakahbentuk pemerintahan yang ideal dalamperspektif fikih Islam?; bagaimana pemilihankepala negara dalam perspektif fikih Islam?;bagaimana prospek transformasi mekanismepemilihan kepala negara dalam perspektif fikihIslam di Indonesia?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuilebih komprehensif mengenai beberapa teoripemilihan kepala negara dalam perspektif fikihIslam. Secara akademis, penelitian ini bertujuansebagai pengembangan khazanah keilmuanIslam khususnya yang berkenan dengan politikIslam. Selain itu, menjadi bahan masukan bagipara pengambil kebijakan berkaitan denganpemilihan presiden dan wakil presiden secarakhusus dan pengelolaan negara pada umumnya.

Kajian TeoriPenelitian ini didasarkan pada beberapa teoriyang berkaitan dengan teori fikih yangdikembangkan oleh para sarjana muslim sepertiAl-Mawardi (1996), Ibnu Khaldun (2001), danyang lainnya. Kerangka berpikir dalampenelitian ini diawali dengan penggunaan grand
theory kredo. Teori ini sama dengan teoriotoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb(Lewis 1984).Pada tataran middle theory digunakan teorisistem hukum sehingga hukum hanya bisadiaplikasikan jika dikaitkan dengan struktur dankultur hukum. Teori sistem hukum dariLawrence M. Friedman menyatakan bahwasebagai suatu sistem hukum dari sistemkemasyarakatan, maka hukum mencakup tigakomponen yaitu: legal substance, legal structure,dan legal culture. Untuk melihat bagaimanamekanisme pemilihan kepala negara dalamperspektif fikih Islam, maka digunakan teoriperubahan hukum yang dijelaskan oleh SatjiptoRaharjo (Raharjo 2009).Hipotesis dari penelitian ini adalah pemilihankepala negara dalam perspektif Islam bersifatterbuka, sehingga membuktikan bagi sistem lainuntuk digunakan dalam pemilihan kepalanegara. Hal ini selama tidak bertentangandengan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yangshahih.
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MATERI DAN METODEPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normative yaitu penelitian dengan menjadikanfikih Islam sebagai perspektif dalam melihatpemilihan kepala negara. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian kualitatif. Data-data yang digunakanadalah data kualitatif yang bersumber daripendapat-pendapat ahli hukum Islam. Selain itu,data yang diperoleh bersumber dari literatureyang relevan dengan objek penelitian.Teknik pengumpulan data dilakukan denganstudi literature atau library research. Bahanyang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1)bahan primer berupa buku-buku klasik Islamyang berkenaan dengan proses pemilihankepala daerah menurut Islam, seperti kitabAhkam Al-Sulthaniyah karya Al-Mawardi, Al-Mukadimah karya Ibnu Khaldun dan Abul A’laAl-Maududi, dan lainnya yang relevan denganpembahasan tersebut; (2) bahan-bahansekunder berupa bahan yang diperoleh dariartikel, jurnal, dan internet yang memilikirelevansi dengan permasalahan yang menjadiobjek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebutdimaksud sebagai pendukung dalam menyusunketajaman analisis. Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini dilakukan melalui kajiandokumen yaitu pendapat ahli hukum Islammengenai tema penelitian. Pengumpulan datadilakukan pada beberapa perpustakaan diBandung yaitu perpustakaan Universitas IslamNegeri Sunan Gunung Djati dan Jabodetabekyaitu Perpustakaan Universitas Indonesia danUIN Syaid Jakarta.Metode analisis data yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode studi kritis.Analisis data dilakukan setelah pengumpulandata, reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpulan atau verifikasi.Selanjutnya, tahap penyajian data yaitupenyederhanaan data, penyeleksian ataukonfigurasi data kemudian memadukannyasehingga data mudah dipahami dan dapatdiambil kesimpulannya. Tahap akhir darianalisis data adalah penarikan kesimpulan.Tahap ini sebenarnya sudah dimulai sejak awalpenelitian berupa kesimpulan sementara(hipotesa) yang belum jelas, seiring berjalannyapenelitian maka penarikan kesimpulan semakinfokus dengan data-data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Negara dalam Islam

Pengertian Khalifah, Imamah, dan
ImarahIstilah kepemimpinan dalam Islam adabeberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, sultan,
imarah, mulk, dan ri’asah. Kata khalifah berasaldari kata khalifah-yakhlifu-khalfun yang berarti
al-‘aud atau al-balad yakni mengganti yang padamulanya berarti belakang. Menurut al-Ragib al-Asfahani arti “menggantikan yang lain” yangdikandung kata khalifah berarti melaksanakansesuatu atas nama yang digantikan baik orangyang menggantikannya itu bersamanya atautidak.
Sumber Hukum Pemilihan Kepala
NegaraSalah satu ayat yang mengatur tentangkepemimpinan adalah QS. Annisa: 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allahdan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantarakamu. Kemudian jika kamu berlain pendapattentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepadaAllah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jikakamu benar-benar beriman kepada Allah danhari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat iniditurunkan sehubungan dengan Abdullah binHuzaifah bin Qais ketika diutus Rasulullah SAW,untuk memimpin suatu pasukan perang (Al-Mawardi 1996). Adapun dari hadis yangberkaitan dengan hal tersebut adalah sebagaiberikut.
اع فمسؤل عن رعیتھ فالامیر الذي على الناس كللكم ر

راع وھو مسؤل عنھم. والرجل راع على اھل بیتھ وھو 
مسؤل عنھم. والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھي 
مسؤلة عنھم. والعبد راع على مال سیده وھو مسؤل عنھ، 
-الا فكلكم راع و كللكم مسؤل عن رعیتھ اخرجھ 

باب كرھیة التطاول -17كتاب العتق:490البخارى فى 
Setiap kamu adalah pemimpin yang akandimintai pertanggungjawaban ataskepemimpinannya. Seorang amir yangعلى الرقیق
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mengurus keadaan rakyat adalah pimpinan. Iaakan dimintai pertanggungjawaban tentangrakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpinterhadap keluarganya di rumahnya. Seorangwanita adalah pemimpin atas rumah suaminya.Ia akan diminta pertanggungjawaban tentanghal mereka itu. Seorang hamba adalahpemimpin terhadap harta benda tuannya, iaakan diminta pertanggungjawaban tentangharta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalahpemimpin dan semua akan dimintapertanggungjawaban tentangkepemimpinannya.Dalam Syarah Shalihin yang dijelaskanoleh ”syekh Muhammad bin Shalih al-Ustaimin,wajib bagi seorang yang memegang tonggakkepemimpinan untuk bersikap lemah lembutkepada rakyatnya, berbuat baik, dan selalumemerhatikan kemaslahatan mereka denganmempekerjakan orang-orang yang ahli dalambidangnya, serta menolak bahaya yangmenimpa mereka. Hal tersebut karena seorangpemimpin mempertanggungjawabankepemimpinannya dihadapan Allah Ta’ala.Hadist Bukhari 6609.

ادٌ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ  ثنَاَ حَمَّ ثنَاَ سُلیَْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ حَدَّ
أبَيِ رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ یرَْوِیھِ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَ  نْ رَأىَ مِنْ أمَِیرِهِ شَیْئاً فكََرِھھَُ فلَْیصَْبرِْ اللهَّ
فإَنَِّھُ لیَْسَ أحََدٌ یفُاَرِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فیَمَُوتُ إلاَِّ مَاتَ 

Siapa yang melihat dari amirnya sesuatuyang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar,sebab tidaklahمِیتةًَ جَاھِلیَِّةً  seseorang yang meninggalkanjama’ahnya sejauh sejengkal, lantas iameninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah(HR. Bukhari).
Kepemimpinan dalam Kaidah FiqhiahDi antara kaidah fiqhiyah yang membahastentang kepemimpinan adalah sebagai berikut.

فُ  اعِیَّةِ مَنوُْطٌ باِلْمَصْلحََةِ تصََرُّ مَامِ عَلىَ الرَّ Tindakan imam terhadap rakyatnya harusdikaitkan denganالأِْ maslahatan (Taqiyudin Al-Nahmi 2000).Penguasa adalah pengayom dan pengembankesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal darifatwa Imam As-Ayafi’i.
عِیِّةِ مَنْزِلةَُ الْوَلىِِّ مِنَ الْیتَیِْمِ  Kedudukan imam terhadap rakyat adalahseperti kedudukan wali terhadap anak yatim.Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasaldari fatwa Umar bin Khatab yang diriwayatkanمَنْزِلةَُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّ

oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dariAbi Ishaq dari Barro’ bin Azib.
انِّىِ انَْزَلْتُ نفَْسِى مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلةََ وَلىِِّ الْیتَیِْمِ 

انِاِحْتجَْتُ اخََذْتُ مِنْھُ وَاذَِاایْسَرْتُ رَدَدْتھُُ 
Sungguh aku menempatkan diriku terhadapharta Allah seperti kedudukan wali terhadapanak yatim, jika aku membutuhkan, akumengambil dari padanya, dan apabila ada sisaaku kembalikan. Dan apabila aku tidakmembutuhkan, aku menjauhinya (menahan diripadanya).Berdasarkan hadisوَاذَِااسْتغَْنیَْتُ اسِْتعَْففَْتُ  ini dapat dipahami bahwakedudukan Nabi Muhammad adalah sebagaipengayom.

Mekanisme Pengangkat Khaulafa Ar-
RasyidunAbu Bakar Siddiq merupakan kepala negara (al-

Rasis) kedua di Madinah pasca kepemimpinanMuhammad Ibn’Abdullah. Fakta historismenunjukkan bahwa beliau dipilih berdasarkan
ijm’ al-umma (kesepakatam umat) yang ada di
Saqifah bani Sa’idah. Para tokoh yang hadir padasaat itu merupakan tokoh ketermuka yangsecara sosiologi mempersentasikan kelompoksosialnya masing-masing. Putusan yangditetapkan dalam musyawarah tersebut adalahmengangkat Abu Bakar sebagai kepala negarapengganti Muhammad bin ‘Abdullah. Dasarpemikiran yang dijadikan alasan oleh pesertamusyawarah adalah qiyas. Hal ini berarti bahwaAbu Bakar secara individu seiring diminta olehNabi Muhammad SAW untuk menggantikanposisi beliau dalam hal-hal tertentu sepertimenggantikan imam shalat.Berkaitan dengan proses musyawarah yangmenjadi landasan politik yuridis bagipengangkatan Abu Bakar sebagai kepala negara,penulis berpendapat bahwa hal tersebut identikdengan teori demokrasi representative(perwakilan) yang dalam istilah Al-Mawardisebagai teori Ahl al-all wa al-‘Aqd.Umar Ibn Khatab ditetapkan menjadikhalifah kedua setelah Abu Bakar melalui
testament (wasiat) yang disampaikan oleh AbuBakar Siddiq. Dalam hal ini para sahabatsenantiasa menyetujuinya. Pasca persetujuandari sahabatnya, ‘Umar Ibn Khatab lalu diba’itoleh seluruh umat yang ada di Madinah. Dengandemikian, maka secara teori politik, baik dalamperspektif politik Islam atau teori politik umum,mekanisme tersebut secara yuridis dapat
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dibenarkan. Secara yuridis, didasarkan padaalsan bahwa setiap kepala negara (presiden)mempunyai hak prerogatif.Usman Ibn ‘Affan, khalifah ketika dipilihmenjadi tim formatur yang terdiri dari beberapasahabat seni yang dianggap mempersentasikan(mewakili) umat Islam ada waktu itu. Timformatur itu ditunjuk oleh Umar bin Khatabmenjelang wafat. Sebagaimana dalam tradisipolitik Islam, untuk mendapatkan legitimasiyang sah secara politis, Usman pun dibaiat olehpara sahabatnya sebab hal tersebut merupakanpersyaratan bagi keabsahan seorang kepalanegara yang akan menjadi pemimpin umat atauwarga negara yang ada dalam wilayahkekuasaannya.Ali Ibn Abi Thalib selaku pengganti UsmanIbn ‘Affan pasca terjadi pemberontakan yangdilakukan oleh sebagian umat yang tidak puasatas kepemimpinan Usman Ibn ‘Affan menjadikhalifah keempat. Mekanisme pengangkatan Alibin Abi Thalib sama dengan yang lainnya yaknimelalui musyawarah yang dilanjutkan denganbaiat oleh warga negara Madinah. Sejarahsuksesi kepemimpinan Islam mulai mengarahkepada teori rebellion dan monarchy pascaterjadi perebutan kekuasaan antara Ali bin AbiThalib dan Mu’awiyah Ibn Abu Sufyan.Mu’awiyah Ibn Abu Sufyan merasa dirinya lebihberhak dari Ali Abi Thalib karena ia turunandari Abu Sufyan yang menurut garis keturunanlayak untuk memimpin negeri Madinah. Padatahap pertama, Ali bin Abi Thalib mencobauntuk mempertahankan kekuasaannyawalaupun harus berperang (Perang Jamal,Perang Shiffin). Namun, pada akhirnya karenaada siasat dari Amr Ibn Ash sebagai wakilMu’awiyah dan Abu Musa Al-Asy’ari dari pihakAli bin Abi Thalib untuk melakukan arbitrase.Selanjutnya, sistem pengangkatan kepadanegara di dunia Islam mengarah kepada sistemkerajaan (monarchy) sehingga terbentuknyaDinasti Mu’awiyah dan Dinasti Abbasiyyah,serta dinasti lain sebagai polarisasi dariperkembangan teori monarchy.
Pemilihan Kepala Negara Menurut Para

UlamaAl-Mawardi (1996) dalam kitabnya Al-Ahkamu
Sultoniyah mengatakan bahwa sahnya jabatankepala negara terwujud dengan dua cara yaitudengan cara (1) dipilih oleh kalangan ahlul-halli
wal-aqli; (2) penyerahan mandat dari kepalanegara sebelumnya tentang pemilihan kepalanegara oleh kalangan ahlul-halli wal-aqli, telah

diperbedatnya oleh ulama dari berbagai mazhabtentang beberapa jumlah dewan pemilih yangdapat mengesahkan pengangkatan kepalanegara. Abbas berkata kepada Ali r.a.“Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiatkamu.” Maka orang-orang berkata, ”PamanRasulullah SAW. telah membaiat anakpamannya maka tidak ada orang yangmenentangnya karena hal itu adalah hukum,dan hukum satu orang adalah sah”.Atas dasar prinsip persamaan hak seluruhwarga Negara, maka (1) khalifah Abu Bakardipilih dan diangkat atas dasar musyawarahpemuka-pemuka muslimin yang kemudiandisetujui oleh jemaah muslimin tanpa adapeninggalan “calon” dari Rasul; (2) khalifahUmar diangkat dan dipilih oleh pemukamuslimin dan disetujui oleh jemaah muslimin.Umar adalah calon tunggal khalifah Abu Bakar,waktu sakit akan wafat, setelah bermusyawarahdengan para sahabat pilihan; (3) khalifah Usmandipilih dan diangkat dari enam orang calon (Alibin Abi Thalib, Usman bin Affan, Abdurrahmanbin Auf, Saad bin Abi Waqash, Zubair bin Awam,dan Thalhah bin Ubaidillah) yang ditunjuk olehkhalifah Umar sebagai pengganti waktu beliauakan wafat dari suatu pembunuhan; (4) khalifahAli dipilih dan diangkat oleh jemaah kaummuslimin di Madinah setelah khalifah Usmandibunuh dengan kejam oleh pemberontak.Pemilihan dan pengangkatan khalifah Ali adalahdalam suasana yang sangat keras denganpertimbangan kalau khalifah tidak dipilih dandiangkat maka keadaan akan menjadi kacau lagi.Dari pemilihan dan pengangkatan para
Khulafaur Rasyidin, kita dapat menarikkesimpulan bahwa (1) khalifah dipilih dandiangkat oleh jemaah kaum muslimin denganmusyawarah, (2) pemilihan ada dari calon(calon-calon) yang ditinggalkan oleh khalifahterdahulu dan dari calon-calon yangdikemukakan oleh jemaah Muslimin sendiri, (3)para khalifah tidak ada yang mencalonkanputranya sendiri, dan (4) pada masa pemulaanIslam telah terlaksana pemilihan khalifah.Imam Ghazali berpendapat bahwa dalammemenuhi kebutuhan manusia sesuai dengantujuannya dalam kehidupan bermasyarakatharus terpenuhi kebutuhan material danspiritual supaya bisa selamat dunia akhirat dankesejahteraan bermasyarakat. Bertitik tolak daridasar pikiran itulah maka Ghazali kewajibanmengangkat kepala negara atau pemimpin tidakberdasarkan rasio tetapi berdasarkankeharusan agama. Hal ini disebutkan karena
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persiapan untuk: kesejahteraan ukhrawi harusdilakukan melalui pengalaman dan penghayatanajaran agama secara betul dan hal itu barumungkin dalam suasana dunia yang tertib,aman, dan tenteram; menciptakan dunia yangdemikian diperlukan pemimpin atau kepalanegara yang ditaati atau dengan kata lain; tidakmungkin mengamalkan ajaran agama secarabaik dalam kondisi dan situasi yang tidakmendukung.Menurut Ibnu Taimiyah mendirikan suatupemerintahan untuk mengelola urusan umatmerupakan kewajiban agama yang paling agung,karena agama tidak mungkin tegak tanpapemerintahan. Umat manusia tidak akanmampu mencukupi semua kebutuhan tanpakerja sama dan saling membantu dalamkehidupan kelompok, dan tiap kehidupanberkelompok atau bermasyarakat memerlukanseorang kepala atau pemimpin. Alasan laintentang perlunya ada pemerintahan menurutIbnu Taimiyah adalah Allah memerintahkan
amar ma’ruf dan nahyi mungkar (menganjurkanorang berbuat kebaikan dan menghalangiterjadinya perbuatan tercela), dan misi atautugas tersebut tidak mungkin dilaksanakantanpa kekuasaan atau kekuatan danpemerintahan.Menurut Ibnu Khaldun manusia dicipatakanoleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yanghanya mungkin hidup dan bertahan denganbantuan makanan. Sementara itu, kemampuanmanusia tidaklah cukup untuk memenuhikebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupikebutuhan makanan paling sedikit untuk satuhari saja diperlukan banyak pekerjaan.

Mekanisme Pemilihan dalam IslamMekanisme pemilihan kepala negara dalamIslam tidak disebutkan secara eksplisit dalamAl-Qur’an maupun Al-Hadist. Semasa hidupnya,Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalamtidak pernah menunjuk atau memberikanmandat untuk menggantikan posisi beliausebagai seorang kepala negara di Madinahsehingga mekanisme pemilihan kepala negarasetelah beliau wafat dilaksanakan dengan carayang berbeda-beda. Pemilihan Abu Bakarsebagai khalifah dilakukan dengan kesepatakanpara sahabat. Pengangkatan beliau sebagaikhalifah yang pertama adalah melalui pemilihansecara musyawarah yang dilakukan oleh umatIslam di Tsaqifah Bani Saidah setelah wafatnyaRasulullah SAW Saidah. Pemilihan secara

musyawarah ini dilakukan dengan sangat alotdan melalui perdebatan yang sengit antaragolongan Anshor dengan golongan Muhajirinyang diwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umarbin Khatab. Golongan Mujahirin hanya diwakilioleh kedua tokoh tersebut sebab yangmelakukan prakarsa untuk memilih pemimpinpengganti Rasulullah SAW adalah kaum Anshor,sedangkan kaum Mujahirin termasuk didalamnya Ali bin Abi Thalib (dari barisankeluarga Nabi) sedang sibuk mengurusi jenazahNabi. Akibatnya, golongan Mujahirin hanyadiwakili oleh Abu Bakar Shiddiq dan Umar BinKhatab. Musyawarah ini menghasilkanterpilihnya Abu Bakar Shiddiq sebagai Khalifahpertama pengganti Rasulullah SAW.Pengangkatan Umar bin Khatab sebagaikhalifah kedua berbeda dengan pengangkatanAbu Bakar Shiddiq sebagai khalifah pertama.Pengangkatan Umar bin Khatab sebagai khalifahkedua adalah melalui penunjukan dari khalifahpertama dalam hal ini penunjukan dari AbuBakar Shiddiq. Penunjukan dari khalifahpertama ini disambut baik oleh semua kaummuslimin karena memang khalifah pertamamenunjuk penggantinya bukan hanya sekedarmenunjuk atas dasar like and dislike, tetapibeliau menunjuk orang yang tepat di tempatyang tepat dan pada masa yang tepat (the right
man and the right place). Selain itu, penunjukanini ditengarai setelah terlebih dahulu melakukankonsultasi dan diskusi dari para pembesarsahabat, sehingga surat penunjukkan dari AbuBakar Shiddiq itu tidak mendapat prosessedikitpun dari para sahabat dan Umar diterimamenjadi khalifah kedua menggantikan AbuBakar Shiddiq. Muhammad Thair Azharymenyatakan bahwa Umar-lah khalifah Islamyang melakukan desentralisasi administrasinegara.Sementara pemilihan Utsman bin Affansebagai khalifah ketiga dilakukan dengan carakesepakatan beberapa sahabat Nabi yangditunjuk oleh khalifah sebelumnya yaitu Umarbin Al-Khattab. Mereka bermusyawarah untukmemilih salah satu di antara mereka untukmenjadi khalifah. Pengangkatan Usman BinAffan sebagai khalifah ketiga berbeda dengandua pendahuluannya. Kalau yang pertamadengan pemilihan secara musyawarah yangkedua dengan penunjukkan dari khalifahsebelumnya, maka pengangkatan Usman BinAffan sebagai khalifah ketiga adalah melalui satutim yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yangberanggotakan enam orang ditambah satu orang
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(yang ketujuh) anaknya Abdullah Bin Umardengan catatan anaknya tidak berhak untukdipilih. Oleh tim ini maka dipilihlah Usman BinAffan sebagai khalifah ketiga.Pemilihan Ali bin Abi Thalib dipilih dalamsuasana umat Islam sedang dalam kekacauandan penuh fitnah sebagai akibat dariterbunuhnya khalifah Usman Bin Affan.Pemilihanya dilakukan oleh umat IslamMadinah, namun mendapat protes dariGubernur Damaskus yaitu Muawiyah bin AbiSufyan yang kelak mendirikan Klalifah Baniumayyah. Protes muawiyah tersebut bukankarena tidak setuju dengan diri pribadi Ali binAbi Thalib sebagai khalifah, akan tetapiMuawiyah meminta diusut terlebih dahulu siapapembunuh Khalifah Usman bin Affan, barulahkemudian dipilih dan diangkat khalifah. Hal inimenjadi pemicu konflik berkepanjangan atarapendukung Ali bin Abi Thalib denganpendukung Muawiyah bin Abi Sufyan.Berdasarkan fakta tersebut maka mekanismepemilihan para khalifah (kepala negara) yangdilaksanakan oleh umat Islam berbeda-beda.Apabila diringkaskan maka ada empat carayaitu: pertama, kesepakatan umat denganisyarat dari Rasulullah SAW; kedua, penunjukanoleh khalifah sebelumnya; ketiga, penunjukanbeberapa orang untuk bermusyawarah danmemilih salah satu dari mereka untuk menjadikhalifah; keempat, kesepakatan umat Islam.Setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin,selanjutnya kepala negara dilakukan denganmeniru tradisi di Persia yaitu didasarkanketurunan sehingga para penguasa setelahnyaadalah keturunan atau kekeluargaan dekat daripenguasa sebelumnya. Sistem kerajaan ini terusberlanjut pada kekuasaan-kekuasaanberikutnya yaitu Bani Umayyah dan hinggamasa Daulah Turki Utsmani.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASIBerdasarkan pembahasan mengenai pemilihankepala negara dalam perspektif fikih Islam makadapat disimpulkan bahwa:a. bentuk pemerintahan dalam Islam tidakdisebutkan secara eksplisit baik di dalam Al-

Qur’an maupun Al-hadits sehingga masalahini merupakan masalah ijtihadiyah yangdiberikan kebebasan bagi ahli hukum Islamuntuk mengembangkannya;b. sistem politik yang berkembang padamasyarakat muslim yaitu khalifah, imamahdan imarah bukankah sistem baku yangharus dilaksanakan oleh umat Islam, iaadalah hasil pemikiran asli hukum Islamyang bisa diterima dan bisa ditolak;c. pemilihan kepala negara dalam Islam tidakdisebutkan di dalam Al-Qur’an dan sunnahNabi sehingga terbuka bagi ahli hukumIslam untuk menggunakan mekanisme yangada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam;d. sistem pemilihan kepala negara menurutpara ahli hukum Islam bisa dijadikanpertimbangan dalam pemilihan presiden diIndonesia.Adapun beberapa saran dan rekomendasiyang bisa penulis ajukan adalah:1. umat Islam hendaknya lebih bersemangatdalam menggali hukum-hukum Islamberkaitan dengan masalah-masalahkontemporer semisal politik;2. masalah pemilihan kepala negara adalahmasalah fikih sehingga bagi seluruh umatIslam hendaknya menyikapinya denganbijak;3. bagi para pemenang kekuasaan hendaknyapemilihan kepala negara yang dirumuskanoleh para ahli hukum Islam bisa dijadikanpedoman dan pelaksanaan pemilu diIndonesia.
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